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ABSTRAK

Anak adalah suatu potensi tumbuh kembang suatu bangsa dimasa depan. Oleh sebab itu
anak patut diberikan pembinaan dan perlindungan secara khusus oleh Negara dan
Undang-Undang untuk menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan
sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan pemberian perlindungan tersebut
diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum
yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu anak yang melakukan tindak pidana
diperlukan pengadilan anak yang secara khusus menangani kasus anak. Anak yang
melakukan tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan
kepentingan terbaik bagi anak artinya anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya
penjatuhan pidana penjara sebagai pilihan terakhir. Indonesia sudah memiliki aturan
untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak antara lain Undang-
undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak. Namun tampaknya tidak cukup membawa perubahan yang
signifikan bagi nasib dari anak yang berkonflik dengan hukum, dan apa yang
diharapkan pada kenyataan sering tidak dapat terlaksana dengan baik. Konsep
Restorative justice perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penanganan kasus anak.
Konsep ini melibatkan semua pihak dalam rangka untuk perbaikan moral anak agar
anak tidak lagi mengulangi perbuatannya namun anak tidak merasa menjadi seperti
seorang pesakitan sehingga mempengaruhi perkembangan mental anak.. Sistem
pemidanaan yang bersifat edukatif harus menjadi prioritas hakim dalam menjatuhkan
putusan. Menempatkan anak pada penjara senantiasa menjadi pilihan terakhir dan
dengan jangka waktu yang sesingkat mungkin. Menepatkan anak pada lembaga-
lembaga yang mempunyai manfaat dan fungsi sosial serta perbaikan bagi anak itu lebih
baik, namun diharapkan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan perawatan,
perlindungan, pendidikan dan keterampilan khusus yang bersifat mendidik sehingga
dapat berguna dengan tujuan membantu mereka memainkan peran-peran yang secara
sosial konstruktif dan produktif di masyarakat.

Kata Kunci : Anak, Edukatif, Restorative Justice
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A. Latar Belakang

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan suatu generasi
penerus bangsa. Sudah selayaknya anak mendapatkan perhatian khusus dari
pemerintah, dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya
manusia yang tangguh dan berkualitas. Anak juga memiliki hakhak yang harus
diberikan, dan hak-hak tersebut tidak boleh dirampas dan dikurangi.Pengertian anak
secara umum adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun termasuk di
dalamnya anak yang masih dalam kandungan.! Setiap anak perlu mendapatkan
kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkembang dan tumbuh secara optimal,
baik fisik, mental, maupun sosial. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan
dalam mewujudkan kesejahteraan anak dengan adanya jaminan terhadap
pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan yang membeda-bedakan.? Hal
tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, antara lain adalah
prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan
tumbuh kembang, serta menghargai partisipasi anak, sebagaimana tertuang dalam
ketentuan Konvensi Hak Anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin
dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari
konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-
undang 23 tahun 2002 ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada
anak antara lain, prinsip nondiskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak
untuk hidup, dan penghargaan terhadap pendapat anak.Dalam melakukan
pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik
melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya
masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media
massa, atau lembagapendidikan.

Perlindungan anak merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan
perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial. Perlindungan
anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan bernegara dan
bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan manifestasi keadilan dalam
masyarakat. Jaminan dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang
Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden
Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child
(Konvensi Hak-hak Anak).® Secara substansinya Undang-Undang tersebut
mengatur hak-hak anak yang berupa, hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan,
hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi,
berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Dibuatnya aturan-aturan tersebut sangat jelas terlihat bahwa Negara sangat
memperhatikan dan melindungi hak-hak anak. Hak-hak anak tersebut wajib
dijunjung tinggi oleh setiap orang. Namun sayangnya dalam pengaplikasiannya
masalah penegakan hukum (law enforcement) sering mengalami kendala baik yang
disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternal.

" Fatonah, A. N. (2009). Mengenal Konvensi Hak Anak. Jakarta: Buana Cipta Pustaka, him. 4
? Ibid.
? Undang-Undang Perlindungan Anak



Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia
dan keberlangsungan bangsa dan negara. Anak memiliki peran strategis yang secara
tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan
terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.*

Penerapan asas kepentingan terbaik untuk anak dalam penyelesaian perkara anak
yang berkonflik dengan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan anak.
Kenakalan anak atau dalam istilah asingnya disebut dengan Juvenile Deliquency,
dibahas dalam Badan Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk
suatu Undang-Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik
pembicaraan utama yaitu segi pelanggaran hukum dan tindakan anak apakah sudah
menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.Juvenile
Deliquency ditentukan atas dasar umurpara pelaku dan atas dasar mecam tingkah
laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak.”

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan
pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi,
kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup
sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam
kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.
Anak memiliki pribadi dan ciri yang khas. Meski tidak dapat bertindak berdasarkan
perasaan, pikira, dan kehendak sendiri, ternyata lingkungan sekitar berpengaruh
cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Oleh sebab itu, bimbingan,
pembinaan, dan perlindungan dari orangtua, guru, serta orang dewasa lainnya
sangat dibutuhkan oleh anak dalam perkembangannya.

Berkaitan dengan hal pembinaan anak diperlukan sarana dan prasarana hukum yang
mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang
dimaksud menyangkut kepentingan anak atau yang menyangkut penyimpangan
sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa dihadapkan ke pengadilan.
Anak-anak masih memiliki kondisi yang belum stabil. Anak mudah terpengaruh
dengan situasi dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Sehingga anak bisa melakukan
tindakan yang mereka sendiri tidak paham dan dapat melanggar hukum. Hal itu
dapat merugikan dirinya sendiri dan juga masyarakat. Tidak sedikit tindakan
tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan. Undang-
undang No. 23 Tahun 2002 tidak terdapat definisi mengenai anak yang berhadapan
dengan hukum, tetapi dijelaskan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum ini
berhak atas perlindungan-perlindungan yang meliputi:®

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hakhak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.

* Pramukti, A. S., & Primaharsya, F. (2014). Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Medpress
Digital. him. 1.

* 1bid. him. 9.

®Ibid. him. 17.



4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pemantauan serta pencatatan terus-menerus terhadap perkembangan anak yang

berhadapan dengan hukum.

6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan relasi dengan orang tua atau
keluarga.

7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi.

o

Di Indonesia dalam rangka mewujudkan suatu peradilan yang benarbenar
memperhatikan kepentingan anak, perlu diwujudkan peradilan yang terbatas bagi
anak untuk menjamin kepentingan anak melalui UndangUndang Nomor 3 Tahun
1997 tentang pengadilan anak. Peradilan khusus bagi anak diadakan guna
mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh mereka yang masih
termasuk golongan anak-anak. Semuanya wajib disidangkan dalam peradilan bagi
anak yang ada pada pengadilan di lingkungan peradilan umum.
Menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak memuat
sanksi pidana pokok maupun tambahan, yaitu:
1. Pidana Pokok

a. Pidana penjara

b. Pidana kurungan

c. Pidana denda

d. Pidana pengawasan.
2. Pidana Tambahan

a. Perampasan barang-barang tertentu

b. Pembayaran ganti rugi

Sistem pemidanaan yang sedang berlaku saat ini, hanya bertumpu pada sifat
pemidaannya saja tanpa memperhatikan pembinaan bagaimana dapat merubah anak
tersebut menjadi lebih baik. Diberikanya sistem pemidanaan yang mana bersifat
edukatif, yaitu suatu sistem pemidanaan yang tidak hanya menekankan dari segi
pemidaannya saja, namun lebih kepada bagaimana cara agar anak tersebut bisa
berubah perilakunya menjadi lebih baik dan tidak akan mengulangi tindakan
tersebut tanpa harus diberikan sanki penjara.

Sistem pemidanaan yang bersifat edukatif seperti ini bukan sesuatu yang baru. Di
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak sistem
pemidanaan yang bersifat mendidik telah jelas tersirat, namun pada
pengaplikasiannya hal ini jarang sekali dilakukan, bahkan tidak jarang anak-anak
tersebut ditangani oleh penegak hukum yang belum begitu professional untuk
menangani kasus-kasus di bidang anak dan terkadang juga penempatan anak-anak
terpidana dicampur dengan orang dewasa.Menurut Undang-Undang Nomor 3
Tahun 1997 ada dua alternatif tindakan yang dapat diambil apabila anak yang
berumur dibawah 8 tahun melakukan tindak pidana tertentu, yaitu pertama
diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih
dapat dibina. Kedua, diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak
dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya. Namun dalam hal
memperhatikan kepentingan anak, hakim dapat menghendaki diserahkan kepada
organisasi sosial



kemasyarakatan, seperti pesantren, panti sosial dan lembaga sosial lainnya dengan
memperhatikan agama si anak yang bersangkutan.

1.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

yaitu:

a. Bagaimanakah implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam
sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif?

b. Bagaimanakah Sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi anak
sebagai pelaku tindak pidana?

Tujuan Penelitian
Tujuan Penelitian ini yaitu:

a. Untuk mengetahui implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak
dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif.

b. Untuk mengetahui sistem pemidanaan edukatif ke depan yang tepat bagi
anak sebagai pelaku tindak pidana.

Kegunaan Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pelaksana
penelitian dibidang yang sama untuk masa mendatang pada umumnya, serta
masukan bagi ilmu pengetahuan khususnya pada hukum pidana.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi secara ilmiah bagi
masyarakat umum. Sehingga masyarakat dapat mengetahui dan mengerti
tentang implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem
peradilan anak melalui pemidanaan edukatif dan dapat menambah
pengetahuan bagi masyarakat.



B. Kajian Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Anak

a. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan
wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan
perkawinan disebut suami istri. Anak yang dilahirkan dari suatu ikatan perkawinan
yang sah statusnya disebut sebagai anak sah. Namun ada juga anak yang dilahirkan
di luar ikatan perkawinan, anak yang dilahirkan bukan dari ikatan perkawinan yang
sah statusnya disebut sebagai anak tidak sah atau lebih konkritnya disebut sebagai
anak haram jaddah.

Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang belum mencapai usia
18 tahun termasuk di dalamnya anak yang masih dalam kandungan.’ Setiap
anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluasluasnya untuk berkembang
dan tumbuh secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Sehingga
perlu dilakukan upaya perlindungan dalam mewujudkan kesejahteraan anak
dengan adanya jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya
perlakuan yang membeda-bedakan.®

Dalam hukum positif di Indonesia anak diartikan sebagai orang yang belum
dewasa (minderjarig / person under age), orang yang dibawah
umur/keadaan dibawah umur (minderjarig heid / inferiority) atau biasa
disebut juga sebagai anak yang berada dibawah pengawasan wali
(minderjarige under voordij). Perbedaan pengertian anak tersebut dapat kita
lihat pada setiap aturan perundang-undangan yang ada pada saat ini.
Misalnya pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur
21 tahun dan belum pernah kawin.!’ Pengertian anak pada Pasal 1
Convention On The Rights of The Child, anak diartikan sebagai setiap orang
dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap
anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.

Pasal 1 Convention On the Rights of The Child merumuskan pengertian
anak bahwa setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun kecuali
berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah
diperoleh sebelumnya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi manusia menjabarkan pengertian tentang anak, yaitu setiap manusia
yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah
termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah
demi kepentingannya. Pengertian tersebuthampir sama dengan pengertian
anak yang terdapat di dalam Undang-Undng Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1
Ayat (1) tentang Perlindungan Anak. Anak adalah seseorang yang berusia
18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan.

7 Ibid.
8 Ibid.



b. Pengertian Tindak Pidana Anak

Masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian
dan juga karakter diri seorang manusia, agar mereka memiliki kekuatan dan
kemampuan dalam meniti kehidupan. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengertian anak nakal, sebagai
berikut:

1) Anak yang melakukan tindak pidana

2) Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang bagi anak,
baik menurut perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum
lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat ia harus berhadapan
dengan hukum, yaitu :

1) Status Offence adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan
oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak
menurut, membolos sekolah atau kabur dari rumah.

2) Juvenile Deliquency adalah perilaku kenakalan anak yang apabila
dilakukan oleh orang dewasadianggap kejahatan atau pelanggaran
hukum.

Namun terlalu kejam apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak
disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi
kejiwaan yang labil, proses kemantapan psikis menghasilkan sikap Kkritis,
agresif, dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung mengganggu
ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan,
melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat dari kondisi psikologis yang
tidak seimbang dan pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang
telah dilakukan. Ada beberapa faktor penyebab yang paling mempengaruhi
timbulnya kejahatan anak, yaitu faktor lingkungan, faktor ekonomi/sosial,
dan faktor psikologis.

Sementara dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
ditegaskan bahwa seseorang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya
karena adanya kesadaran diri dari yang bersangkutan dan ia juga telah
mengerti bahwa perbuatan itu terlarang menurut hukum yang berlaku.
Tindakan kenakalan yang dilakukan oleh anak-anak merupakan
manifestasi dari kepuberan remaja tanpa ada maksud merugikan orang lain
seperti yang diisyaratkan dalam suatu perbuatan kejahatan yang tercantum
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimana pelaku harus
menyadari akibat dari perbuatannya itu serta pelaku mampu bertanggung
jawab terhadap perbuatannya tersebut. Kenakalan anak atau dalam istilah
asingnya disebut dengan Juvenile Deliquency, dibahas dalam Badan
Peradilan Amerika Serikat dalam usaha untuk membentuk suatu Undang-
Undang Peradilan Anak. Ada dua hal yang menjadi topik pembicaraan
utama yaitu segi pelanggaran hukum dan tindakan anak apakah sudah
menyimpang dari norma yang berlaku dan melanggar hukum atau tidak.
Juvenile Deliquency ditentukan atas dasar umur para pelaku dan atas dasar



mecam tingkah laku para pelaku untuk diajukan ke pengadilan anak.
Kebanyakan negara mempunyai batas umur minimum dan maksimum
seorang anak untuk dapat diajukan di muka sidang pengadilan. Di
antaranya:’

1) Di Amerika Serikat ada 27 negara bagian yang mempunyai batas umur
maksimum 18 tahun, 6 negara bagian 17 tahun dan negara bagian
lainnya 16 tahun. Batas umur minimum rata-rata adalah 8 tahun.

2) Di Inggris batas usia minimum 12 tahun dan maksimum 16 tahun.

3) Di Australia kebanyakan negara bagian batas umur minimu 8 tahun,
batas umur maksimum 16 tahun untuk chill dan 16 tahun untuk young
person.

4) Di Belanda batas umur minimum12 tahun dan batas umur maksimum 18
tahun.

5) Di Sri Lanka batas umum maksimum 18 tahun dan minimum 15 tahun.
6) Di Iran batas umur minimum 6 tahun dan maksimum 18 tahun.

7) Di Jepang dan Korea batas umur minimum 14 tahun dan maksimum 20
tahun..

8) Di Taiwan batas umur minimum 14 tahun dan maksimum 18 tahun.
9) Di Kamboja batas umur minimum 15 tahun dan maksimum 18 tahun.

10) Di negara ASEAN lain, antara lain Filipina (anta 7 sampai 16 tahun),
Malaysia (antara 7 sampai 18 tahun), dan Singapura (antara 7 sampai
18 tahun).

Hal ini yang kemudian muncul sebuah teori oleh Sutherland (1966) yang
disebut dengan teori Association Differential yang menyatakan bahwa anak
menjadi Delinkuen disebabkan oleh partisipasinya ditengah-tengah suatu
lingkungan sosial yang ide dan teknik delinkuen tertentu dijadikan sebagai
sarana yang efisien untuk mengatasi kesulitan hidupnya. Karena itu semakin
luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan
menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferential
tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar
menjadi nakal dan kriminal.

2. Tinjauan Umum Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak

a.

Pengertian Sistem Pemidanaan Edukatif

Pemidanaan diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan tahap pemberian
sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” diartikan sebagai hukum,
sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman. Pengertian
Sistem pemidanaan dapat dilihat dari dua sudut, yaitu dalam arti luas dan
dalam arti sempit.

? Ibid. him. 9.



1) Dalam arti luas, sistem pemidanaan dilihat dari sudut fungsional, yaitu
dari sudut bekerjanya / prosesnya. Dalam arti luas ini, sistem
pemidanaan dapat diartikan sebagai :

a) Keseluruhan sistem  (aturan  perundang-undangan)  untuk
fungsionalisasi/ operationalisasi/ konkretisasi pidana..

b) Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) Yyang
mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau
dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi
(hukum) pidana.

2)Dalam arti sempit, sistem pemidanaan dilihat dari sudut normatif /
substantif, yaitu hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana
substantif. Dalam arti sempit ini, maka sistem pemidanaan dapat
diartikan sebagai :

a) Keseluruhan sistem  (aturan  perundang-undangan)  untuk
pemidanaan.

b) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian
/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Sementara untuk melindungi anak beserta dengan hak-haknya dalam
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terdapat tindakan (treatment),
dimana hal ini juga tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP). Sistem pemidanaan edukatif sendiri merupakan suatu sistem
dimana anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya diberikan sanksi
berupa pemidanaan semata, namun diberikan suatu tindakan (treatment)
yang memposisikan anak bukan sebagai pelaku kejahatan layaknya orang
dewasa tetapi merupakan individu yang belum dewasa, yang membutuhkan
bimbingan moral, mental dan spiritualnya agar menjadi calon individu
dewasa yang lebih baik. Negara dibebani kewajiban untuk memberikan
perlakuan yang berbeda antara orang dewasa dan anak yang melakukan
suatu tindak pidana. Anak akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan
dari orang dewasa untuk perkara hukum yang sama. Hal ini karena
dikhawatirkan hukuman seperti dipenjarakan akan mempengaruhi anak
secara mental dan emosional.*

Perlindungan anak merupakan usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan
perkembangan anak secara wajar baik fisik, mental, maupun sosial.
Perlindungan anak harus dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan
bernegara dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan
manifestasi keadilan dalam masyarakat. Jaminan dikuatkan melalui
ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan
Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Convention On The Right Of The Child (Konvensi Hak-
hak Anak).*

Tyas, D. C. (2019). Hak dan Kewajiban Anak. Semarang: Alprin. him. 18.
* Undang-Undang Perlindungan Anak



Sistem peradilan pidana dapat dilihat dari sudut pendekatan normatif yang
memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan
lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sehingga keempat aparatur tersebut merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum, pendekatan
manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak
hukum sebagai suatu organisasi manajemen yang memiliki mekanisme
kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun yang bersifat vertikal
sesuai dengan struktur organisai yang berlaku tersebut.

Dalam pasal 1 The Beijing Rules yang merupakan peraturanperaturan
Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Administrasi
Peradilan Bagi Anak, memuat prinsip-prinsip umum yang digunakan dalam
sistem peradilan anak, yaitu:

1) Butir 5. Tujuan-tujuan Peradilan Anak

Sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan
akan memastikan bahwa reaksi apapun terhadap pelanggarpelanggar
hukum berusia anak akan selalu sepadan dengan keadaankeadaan baik
pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

2) Butir 6. Ruang lingkup kebebasan membuat keputusan

Mengingat kebutuhan-kebutuhan khusus yang beragam dari anakanak
maupun keragaman langkah-langkah yang tersedia, ruang lingkup yang
memadai bagi kebebasan untuk membuat keputusan akan diizinkan pada
seluruh tahap proses peradilan dan pada tahaptahap berbeda dari
administrasi peradilan bagi anak, termasuk pengusutan, penuntutan,
pengambilan keputusan dan pengaturanpengaturan lanjutannya.

3) Butir 7. Hak-hak anak

Langkah-langkah pelindung prosedural yang mendasar seperti praduga
tak bersalah, hak diberitahu akan tuntutan-tuntutan terhadapnya, hak
untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua
wali, hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi-saksi dan hak
untuk naik banding ke pihak berwenang yang lebih tinggi akan dijamin
pada seluruh tahap proses peradilan.

Sedangkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012,
dinyatakan bahwa sistem peradilan pidana anak dilaksanakan
berdasarkan asas:

a) Perlindungan

b) Keadilan

¢) Nondiskriminasi

d) Kepentingan terbaik bagi anak

e) Penghargaan terhadap pendapat anak
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f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak

g) Pembinaan pembimbingan anak

h) Proporsional

1) Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir
j) Pengindaran pembalasa

Dalam Artikel 37 Convention on The Rights of The Child huruf d
disebutkan bahwa penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya
akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk
jangkawaktu yang sangat singkat / pendek. Sebenarnya hukum
international menganggap bahwa pidana penjara merupakan langkah
terakhir yang ditempuh dalam menangani tindak pidana anak dengan
syarat dalam jangka waktu tertentu yang sangat singkat.

Hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, yaitu usaha yang
rasional dalam  menanggulangi  kejahatan, sebab  disamoing
penanggulangan dengan menggunakan pidana, masih ada cara lain untuk
melindungi masyarakat dari kejahatan. Perlakuan terhadap Anak sebagai
pelaku tindak pidana berbeda dengan pelaku tindak pidana dewasa. Hal
ini karena dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak yang belum
sempurna. Anak sebagai pelaku adalah anak yang disangka, didakawa,
atau dinyatakan terbukti bersalah. Sebagai anak yang berhadapan dengan
hukum atau sebagai pelaku tindak pidana anak mempunyai hak
berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999,
yaitu:

a) Tidak dianiaya, disiksa, atau dihukum secara tidak manusiawi

b) Tidak dijatuhi pidana mati atau seumur hidup

c) Tidak dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum

d) Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara secara melawan hukum atau
jika tidak sebagai upaya terakhir.

Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 64 ayat (2)

dicantumkan tentang perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan

dengan hukum dilaksanakan melalui:

a) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hakhak anak

b) Penyediaan petugas pendamping khusus sejak dini

c) Penyediaan saran dan prasarana khusus

d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi
anak

e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan
anak yang berhadapan dengan hukum

f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang
tua atau keluarga

g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi.
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Oleh sebab itu sistem pemidanaan edukatif digunakan sebagai sistem
pemidanaan yang ada sekarang ini. Dengan lebih memperhatikan hak-
hak dan kewajiban anak, dan memberikan mereka dalam suatu tindakan
(treatment) yang dapat memajukan atau  mengembangkan
pengintegrasian anak agar perannya didalam masyarakat dapat menjadi
lebik baik. Treatment tersebut diberikan dengan cara menempatkan
mereka pada lembaga-lembaga perawatan atau pembinaan dan
bimbingan yang tidak hanya memberikan pendidikan dan latihan kerja,
namun lembaga-lembaga kerohanian yang dapat memberikan perbaikan
moral dan spiritual, sehingga perbaikan secara mental dapat lebih mudah
dilaksanakan.

Kedudukan anak yang dihukum dengan diserahkan kepada orang tua,
lembaga perawatan atau pembinaan, balai latihan Kkerja, atau lembaga
sosial, tidak dapat disebut sebagai gugurnya tindak pidana yang
dilakukan oleh anak tersebut dan atau dihapuskannya hak anak untuk
menjalankan hukuman (penjara) dari anak tersebut. Anak-anak
mempunyai hak untuk dibina agar dapat menjalankan kewajibannya
sebagai warga Negara yang baik sehingga dengan pembinaan yang sedini
mungkin dapat mencegah anak-anak melakukan tindak pidana yang lebih
jauh. Salah satu pembinaan yang paling baik berasal dari keluarga,
namun terkadang adanya intervensi pembinaan sosial dalam keluarga
yang sering menunjukkan sikap bahwa untuk menyelesaikan
penyimpangan yang dilakukan oleh anak adalah diselesaikan dengan
jalan musyawarah, bujukan atau pengusiran terhadap anak sebagai pelaku
kejahatan. Tindakan yang menurut keluarga merupakan pandangan
bahwa itu merupakan sebagai substitusi proses pendidikan demi
pertumbuhan dan perkembangan anak, malah justru akan membuat anak
tersebut merasa diabaikan dan tertekan.

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan yang
vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal,
maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat
dan sering menjurus ketindakan kejahatan dan kriminal .*?

b. Batas Usia Pemidanaan Anak

Dalam hal pemidanaan anak ada batasan usia minimal dan maksimal anak
untuk dijatuhi sanksi pidana. Batas usia anak adalah pengelompokan usia
maksimal sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga
anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang
subjek hukum yang dapat bertanggungjawab secara mandiri terhadap
perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukan oleh anak. Prof. Dr.

2 Y., B. M. (1984). Pendekatan Analis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya. Yogyakarta: Kanisius.

him. 26
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Soerjono Soekanto, SH., M. A, memberikan batasan usia remaja yaitu yang
dapat mencakup anak-anak muda-mudi adalah berkisar antara usia 13 tahun
sampai usia 18 tahun.*®

Anak dan generasi muda merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan.
Zakiah Darajat menyebutkan bahwa sebagai generasi muda dibatasi sampai
anak berumur 25 tahun. Usia 0-12 tahun disebut dengan masa kanak-kanak.
Usia 13-20 tahun disebut dengan masa remaja. Usia 21-25 tahun disebut
dengan masa dewasa.

Peraturan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dalam penentuan
batasan usia anak diperoleh ketidaksamaan antara peraturan perundang-
undangan yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kriteria masing-
masing peraturan perundang-undangan tersebut. Seseorang yang usianya
telah lebih dari 16 tahun, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam
UndangUndang Nomor 3 Tahun 1997 maka dapatdikenakan sanksi pidana
sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku bagi orang dewasa. Batasan
usia dalam peraturan perundangundangan jika dilihat dalam hukum adat di
Indonesia akan berbeda. Usia bukan suatu ukuran seorang anak tersebut
sudah dianggap dewasa atau belum, namun secara umum ada beberapa hal
yang bisa dijadikan pedoman untuk mengetahui batasan usia anak. Menurut
ahli hukum Adat R. Soepomo menyebutkan ciri-ciri ukuran kedewasaan
yaitu, dapat bekerja sendiri, cakap dan bertanggungjawab dalam
masyarakat, telah menikah, dan berusia 21 th.*

Pengelompokan anak berdasarkan pertimbangan umur sangatlah penting,
mengingat pada tiap tingkatan usia anak berbeda pula tingkat kematangan
anak dalam berpikir sehingga akan berbeda cara memperlakukan anak
tersebut. Yang terpenting seseorang tergolong dalam usia anak dalam batas
bawah usia seorang anak, yaitu 0 (nol) tahun batas penuntutan 8 tahun
sampai dengan batas atas 18 tahun dan belum pernah kawin.
Pengelompokan ini, dimaksud untuk mengenal secara pasti faktor-faktor
yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab anak dalam hal-hal
sebagai berikut:

1) Kewenangan bertanggung jawab terhadap anak

2) Kemampuan untuk melakukan peristiwa hukum

3) Pelayanan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana
4) Pengelompokan proses pemeliharaan

5) Pembinaan yang efektif.

Batasan dari segi usia akan sangat berpengaruh pada kepentingan hukum
anak yang bersangkutan. Pertanggungjawaban pidana anak diukur dari
tingkat kesesuaian antara kematangan moral dan kejiwaan anak dengan
kenakalan yang dilakukan anak, keadaan kondisi fisik, mental dan sosial

B Soekamto, S. (1982). Sebab Musabab dan Pemecahannya Remaja dan Masalahnya. Yogyakarta:
Kanisius. him. 21

14 Mulyadi, L. (2005). Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktik dan Permasalahannya. Bandung:
Mandar Maju. him. 6
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anak menjadi perhatian.”® Adanya batasan usia dimaksudkan agar ada
perlindungan dan pembinaan bagi anak, karena anak merupakan sumber
daya manusia dan menjadi generasi penerus bangsa.

c. Hak-Hak Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Hak adalah kekuasan atau kewenangan yang diberikan oleh hukum. Hak-
hak anak merupakan hal terpenting karena hal tersebut sebagai bentuk sisi
pendekatan untuk melindungi anak-anak dari hukum. Hak anak memiliki
kedudukan yang sama dengan manusia lain. Hak anak adalah kehendak
yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan yang diberikan
oleh sistem hukum kepada anak yang bersangkutan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
(HAM) Pasal 52 ayat (1) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas
perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara.

Sedangkan pada Pasal 52 ayat (2) disebutkan hak anak adalah hak asasi
manusia dan untuk kepentingannya hak anak tersebut diakui dan dilindungi
olen hukum bahkan sejak dalam kandungan. Pengaturan lain terhadap
perlindungan hak-hak anak tercantum dalam berbagai ketentuan peraturan
perundang-undangan, antara lain :

1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk
bidang hukum.

2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok
Kesehatan, pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (2), untuk
bidang kesehatan.

3) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 1945 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran
di Sekolah, Pasal 19 dan Pasal 17, untuk bidang pendidikan.

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
untuk bidang kesejahteraan.

Pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20

November 1959, mensahkan Deklarasi tentang hak-hak anak. Dalam

Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu :

1) Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai ketentuan yang
terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus
dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis
kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial,
kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya
maupun pada keluarga.

2) Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh
kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar

B Gultom, M. (2008). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di
Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama. him. 33
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menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik,
kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat,
normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke
dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak haruis merupakan
pertimbangan utama.

Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.

Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh
kembang secara sehat. Untuk ini baik sebelum maupun setalah
kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak
dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi
dan pelayanan kesehatan.

Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat
keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan, dan
perlakuan khusus.

Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia
memerluakan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus
dibesarkan di bawah asuhan dan tanggung jawab orangtuanya sendiri,
dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana
yang penuh kasih sayang, sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia
lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan
pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan
khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang
tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak lain memberikan
bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.

Anak berhak mendapatkan pendidikan wajib secara cuma-cuma
sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar. Mereka harus mendapatkan
perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang
memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk
mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan
tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka menjadi anggota
masyarakat yang berguna. Kepentingan anak haruslah dijadikan pedoman
oleh mereka yang bertanggungjawab terhadap pendidikan dan bimbingan
anak yang bersangkutan: pertama-tama tanggungjawab tersebut terletak
pada orangtua mereka. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa
untuk bermain dan berekreasi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan
masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha
meningkatkan

pelaksanaan hak ini.

Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima
perlindungan dan pertolongan.

Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan,
penghisapan. la tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak
boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam
pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidikannya, maupun
yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
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10) Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam
bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi
lainnya. Mereka harus dibesarkan di dalam semangat penuh pengertian,
toleransi dan persahabatan antar bangsa, perdamaian serta persaudaraan
semesta dengan penuh kesadaran bahwa tenaga dan bakatnya harus
diabdikan kepada sesama manusia.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dimulai sejak
di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemerikasaan di sidang
pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut.
Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi
oleh hukum yang berlaku. Menurut Soedarto, pengadilan anak meliputi
segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut
kepentingan anak.®

Untuk mendapatkan keadilan, diperlukan adanya keseimbangan antara
hak dan kewajiban. Demikian juga dengan pelaksanaan hak dan
kewajiban bagi anak yang melakukan tindak pidana perlu mendapatkan
bantuan serta perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang
diharapkan. Namun perlu digarisbawahi bahwa memperlakukan anak
harus melihat situasi, kondisi fisik dan mental, keadaan sosial serta usia
dimana pada tiap tingkatan usia anak mempunyai kemampuan yang
berbeda-beda.

d. Tindak Pidana Anak Dalam Perspektif Islam
1) Kemampuan Bertanggungjawab

Pertanggungjawaban dalam islam adalah pembebanan seseorang dengan
akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan
kemauan sendiri.

Hukum islam mencakup aspek yang sangat luas, mulai dari aturan yang
menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhannya maupun aturan
main sesama manusia itu sendiri. Salah satu ruang lingkup itu adalah
hukum pidana islam yang dalam tradisi figh disebut dengan istilah
jarimah atau jinayah, yang secara terminologis bermakna tindak pidana
yang dilarang oleh syariat dan diancam dengan hukuman bagi
pelanggarnya.'’

Salah satu prinsip dalam islam adalah seseorang yang tidak
bertanggungjawab kecuali terhadap jarimah yang telah diperbuatnya
sendiri dan bagaimanapun juga tidak bertanggungjawab atas perbuatan
orang lain. prinsip tersebut dapat berkali-kali ditandaskan dalam Al
Quran dalam beberapa ayatnya, sebagi berikut:

¢ sudarto. (1977). Hukun dan Hukum Pidana. Bandung. him. 80
v Nur, M. (1999). Tindak Balas Dendam Dalam Islam, Perspektif Dokriner Cum Filosofis, dalam Al Hudud
Jurnal Jinayah HMJ JS. Yogyakarta: Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga. him. 32.
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Al An’am ayat 164
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Katakanlah: "Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal
Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang
membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya
sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang
lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan
diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisinkan™.

AI Fathir ayat 18 .
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Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan
jika seseorang yang berat dosanya memanggil (orang lain) untuk
memikul dosanya itu tiadalah akan dipikulkan untuknya sedikitpun
meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum kerabatnya. Sesungguhnya
yang dapat kamu beri peringatan hanya orang-orang yang takut
kepada azab Tuhannya (sekalipun) mereka tidak melihat-Nya dan
mereka mendirikan sembahyang. Dan barangsiapa yang mensucikan
dirinya, sesungguhnya ia mensucikan diri untuk kebaikan dirinya
sendiri. Dan kepada Allahlah kembali(mu).

An Naajm ayat 39
YY) sl ol ol

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
telah diusahakannya.

Al Fuusilat ayat,46 . |
syl oy &1 e edlad 210 Gy il i et (53

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya)
untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat,
maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-
mu menganiaya hamba-hamba-Nya.

Dalam hal pertanggungjawaban pidana, hukum islam hanya
membebankan hukuman pada orang yang masih hidup dan mukallaf.
Hukum islam mengampuni anak-anak dari hukuman yang semestinya
dijatuhkan bagi orang dewa, kecuali ia ialah baligh. Hukum islam
juga tidak menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang dipaksa dan
orang Yyang hilang kesadarannya. Atas dasar seseorang hanya
mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap apa yang telah
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dilakukannya dan tidak dapat dijatuhi hukuman atas tindakan pidana
orang lain.

Prinsip dasar yang ditetapkan dalam hukum pidana islam adalah
segala sesuatu yang tidak diharamkan berarti diperbolehkan, akan
tetapi jika suatu perbuatan diharamkan hukumannya dijatuhi sejak
pengharamannya diketahui. Adapun perbuatan yang terjadi sebelum
pengharaman maka itu termasuk kataegori pemafan.

2) Unsur-unsur Tindak Pidana

Hukum islam mensyaratkan keadaan pelaku harus memiliki pengetahuan
dan pilihan, karena sangat alamiah manakala seseorang memang menjadi
objek dari pertanggungjawaban pidana. Ini merupakan salah satu prinsip
dasar dalam hukum islam bahwa pertanggungjawaban pidana itu bersifat
personal, maksudnya seseorang tidak mempertanggungjawabkan selain
apang yang dilakukan.

Adapun unsur-unsur yang mengakibatkan terjadinya pertanggung
jawaban pidana, antara lain:

a)

b)

Adanya unsur melawan hukum

Dalam kaitan pertanggungjawaban karena melawan hukum dapat
dibedakan dalam memahami antara melawan hukum dan maksud
melawan hukum. Melawan hukum berarti melakukan perbuatan
terlarang. Adapun maksud melawan hukum adalah kecenderungan
niat pelaku untuk melakukan perbuatan itu dilarang.*®

Adanya kesalahan

Faktor yang menyebabkan adanya pertanggungjawaban pidana
adalah perbuatan maksiat, maksudnya adalah kesalahan seseorang
terhadap perbuatan yang telah ditentukan tidak boleh dilakukan. Hal
ini menyangkut seseotang telah meninggalkan kewajiban atau
perintah, sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban.
Kesalahan bukan hanya menentukan dapat dipertanggungjawabkan
pelaku, akan tetapi dapat dipidanakan. Hal tesebut karena merupakan
asas fundamental dalam hukum pidana. Kesalah yang menentukan
dapat dipertanggunjawabkan pelaku dilihat dari bagaimana pelaku
melakukannya. Sedangkan kesalhan yang menentukan dapat
dipidananya pelaku dengan memberikan sanksi.

1 dkk, A. Y. (2008). Ensiklopedia Hukum Pidana Islam. Jakarta: Edisi Indonesia, Kharisma limu.

him. 81.



18

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau
beberapa hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.Penelitian hukum dilakukan
untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian
bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan
konsisten.*®

Untuk mencapai suatu tujuan dalam penelitian diperlukan metode yang tepat dan
terarah. Pengumpulan data dalam penelitian memerlukan suatu metode yang
tepatuntukmenunjukkan apa yang ditulis dapat dipertanggungjawabkan
kebenarannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa
langkah, yaitu:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
pendekatan normatif, artinya penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti
bahan-bahan pustaka atau data sekunder. Pendekatan yang digunakan berkaitan
dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem
peradilan anak melaluipemidanaan edukatif.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis.Dikatakan
deskriptif karena penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang
jelas, rinci, dan sistematis. Sedangkan dikatakan analisis karena data yang
diperoleh dari penelitian kepustakaan akan dianalisis untuk pemecahan terhadap
permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder
berguna sebagai landasan teori untuk mendasari analisa pokok permasalahan
yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-
undangan yang menyangkut hukum acara pidana dan berbagai perundang-
undangan yang terkait dengan implementasi prinsip kepentingan terbaik
untuk anak dalam sistem peradilan anak melaluipemidanaan edukatif.

b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu buku ilmu hukum, jurnal
hukum, laporan hukum, serta kasus-kasus hukum yang terkait dengan
implementasi prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem
peradilan anak melaluipemidanaan edukatif.

c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan dokumen yang

terkait.

¥ Ali, Z. (2009). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. him. 17.
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4. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (Library research).
Pengumpulan data yang diperoleh dari karya ilmiah, peraturan
perundangundangan, dan sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan
dengan permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini akan dikaji secara
komprehensif.

5. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh selama melakukan penelitian kemudian dianalisis secara
mendalam untuk menjawab beberapa rumusan masalah yang diambil dalam
penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif.
Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada
sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisis data
yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang didapat dari responden untuk
mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
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D. Hasil dan Pembahasan

1. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku
Tindak Pidana

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi,
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hukum perlindungan anak
merupakan subsistem hukum dan tujuan hukum pidana, yang didalamnya
meliputi pemahaman dasar terhadap asas hukum pidana seperti asas territorial,
asas personal aktif, asas personal pasif, asas universalitas, asas fictie, dan lain-
lain. kenakalan anak dalam istilah populer disebut Juvenile Deliquency. Jumlah
tindak pidana yang dilakukan oleh anak setiap hari semakin meningkat dan
beragam modusnya. Salah satunya adalah geng motor yang sangat meresahkan
masyarakat dan telah menimbulkan banyak korban serta kerugian.

Ada beberapa kebijakan lain guna memberikan perlindungan yang lebih baik
kepada anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah telah melanggar
hukum pidana, kebijakan tersebut meliputi :

a. Agreement Lisan 1957, yang disepakati oleh Kepolisian, Kejaksaan,
Departemen Kehakiman dan Departemen Sosial. Agreement ini
menekankan perlunya perlakuan khusus terhadap anak, baik sebelum dan
selama pemeriksaan di sidang pengadilan maupun sesudah putusan
pengadilan. Disepakati bahwa pemeriksaan dilakukan dengan cara
kekeluargaan, dan penahanan anak dipisahkan dari penahanan orang
dewasa.

b. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 tahun 1959, yang
menyebutkan bahwa persidangan terhadap anak harus dilakukan secara

tertutup.

c. Peraturan Menteri Kehakiman No. M. 06-UM.01.06 tahun 1983 Bab Il
Pasal 9-12, tentang Tata Tertib Sidang Anak, yang antara lain menyebutkan
bahwa sidang anak memiliki sifat khusus bagi anak untuk mewujudkan
kesejahteraan anak, maka siding perlu dilakukan dalam suasana
kekeluargaan dengan mengutamakan kesejahteraan anak.

d. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987, tentang Tata
Tertib Sidang Anak.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 ini memperkenalkan istilah khusus bagi
anak-anak yang umurnya sudah mencapai 8 tahun yang melakukan tindak
pidana, apabila anak tersebut yang (terbukti) melakukan “tindak pidana” atau
yang melakukan perbuatan yang terlarang bagi anak, tidak disebut sebagai
“penjahat” melainkan “anak nakal” (Pasal 1 ayat 2). Undang-undang Nomor 3
Tahun 1997 disebut sebagai hukum pidana anak yang khusus mengatur tentang
peradilan anak yang didalamnya termasuk juga fenomena yuridis serta
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keutamaan legalitas dalam menangani delinkuensi anak atau anak sebagai
korban dari kejahatan dan atau pelanggaran pidana. Kenakalan anak bukan
berasal dari keinginan mereka, tetapi banyak faktor yang mempengaruhi kenapa
mereka berbuat demikian dan membuat mereka terpaksa berhadapan dengan
hukum.

Sistem pemidanaan yang berlaku saat ini masih memperlakukan anakanak yang
berhadapan dengan hukum atau anak-anak yang melakukan tindak pidana
seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Beberapa pihak
hanya melihat akibat dari perbuatan si anak, bukan latar belakang kenapa anak
melakukan tindak pidana tersebut. Anak masih ditempatkan dalam posisi
sebagai pelaku kejahatan yang pantas untuk mendapatkan hukuman yang sama
dengan orang dewasa. Menurut Sudarto, bahwa penanggulangan delinkuensi
anak erat kaitannya dengan kebijakan krimial. Kebijakan kriminal sebagai usaha
rasional masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, di dalam gerak
operasionalnya terarah pada dua jalur, yaitu kebijakan penal dan kebijakan non
penal. Penggunakan sarana penal atau jalur hukum pidana cenderung merugikan
masa depan anak karena membekaskan stigma pada anak.?

Penggunaan sarana penal dalam penanggalangan delinkuensi anak membuat
anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang. Dimulai
dari penyedikan dikepolisian, penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di
pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses penahanan dalam rumah tahanan.
Tentunya hal tersebut akan membuat anak menjadi sangat tertekan kondisi
kejiwaan maupun fisik si anak. Penggunaan sarana penal bagi anak yang
berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan anak akan sangat merugikan
anak. Pidana penjara bukan solusi yang tepat dan tidak dapat melindungi
kepentingan anak dan juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi anak, yaitu
hak untuk memperoleh kebebasan.

Anak yang berhadapan dengan hukum harus mendapatkan perlindungan
terhadap hak-haknya. Perlindungan anak harus mengacu pada prinsip the best
interest of child yang digunakan dalam hal semua tindakan menyangkut anak
yang dilakukan oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta,
lembaga peradilan, lembaga pemerintah atau badan legislatif. Maka kepentingan
yang terbaik harus menjadi pertimbangan (Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak).

Sandaran yuridis instrumen hukum internasional terkait dengan sistem peradilan
pidana anak, antara lain:*

a. Konvensi Hak Anak (KHA), 1989

?* Hadisu prapto, P. (2006). Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak
Indonesia Masa Datang. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. him. 4.

2 Yayasan Pemantau Hak Anak ( Children's Human Foundation), Y. P. Anak Yang Berhadapan Dengan
Hukum Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia International. Jakarta: Yayasan Pemantau Anak
(YPHA). him. 14
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Pedoman PBB Tentang Pencegahan Tindak Pidana Anak, 1990

Aturan Minimum PBB Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak, 1985
Aturan PBB bagi Perlindungan Anak yang Kehilangan Kebebasannya, 1990
Aturan Minimum PBB mengenai Tindakan Non Penahanan, 1990

Resolusi PBB 1997/30 Mengenai Administrasi Peradilan Anak : Pedoman
Wina, 1997

g. Pedoman PBB bagi Tindakan terhadap Anak dalam Sistem Peradilan
Pidana Anak, 1997.

Anak yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara mengalami
kondisi yang buruk. Tidak hanya masalah fasilitas tetapi juga karena kondisi
psikologis anak, petugas, dan penghuni penjara lainnya. Percampuran anak
dengan orang dewasa dalam lembaga pemasyarakatan menimbulkan pengaruh
negatif terhadap perkembangan anak, karena anak menganggap dirinya sama
jahatnya dengan orang dewasa. Pendidikan yang seharusnya diperoleh dan masa
kanak-kanak mereka terabaikan begitu saja. Seharusnya anak tidak boleh
dihilangkan kebebasannya hanya karena akibat dari kenakalannya. Hal itu hanya
akan menambah beban pikiran dan mengganggu perkembangan anak.
Penjatuhan pidana terhadap anak harus sesuai dengan tujuannya, bukan untuk
suatu  pembalasan  karena pada dasarnya anak  belum  dapat
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara penuh karena kondisi mereka
yang masih labil. Perbuatan yang dilakukan oleh anak-anak meskipun akibat
yang ditimbulkan sama dengan perbuatan orang dewasa, tetapi pada
kenyatannya anak belum memahami apa yang sudah dilakukannya.

Sh OO T

Menurut pasal 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 bahwa terhadap anak
nakal hanya dijatuhkan pidana atau tindakan. Pidana yang dapat dijatunkan pada
anak nakal yaitu, pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat
dijatuhkan kepada anak nakal (pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda,
dan pidana pengawasan). Pidana tambahan berupa perampasan barang-barang
tertentu dan pembayaran ganti rugi. Kemudian tindakan yang dapat dijatuhkan
diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, yaitu:

a. Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal
1) Mengembalikan kepada orangtua, wali, atau orangtua asuh
2) Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan,
dan latihan kerja
3) Menyerahkan kepada departemen sosial atau organisasi sosial
kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja.
b. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan
teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Anak yang melanggar hukum sanksi pidananya harus bersifat mendidik dan
membina kearah kehidupan yang lebih baik. Anak yang melakukan suatu tindak
pidana seharusnya dipandang sebagai korban, karena anak tersebut tidak terlepas
dari pengaruh orang dewasa. Dalam hal ini, kuasa orang dewasa terhadap anak
dimanfaatkan untuk mempengaruhi atau melibatkan anak untuk melakukan
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suatu tindak pidana. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban
tindakan siapa saja.

Jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak yang belum dewasa,
antara lain:

1) Pidana mati

2) Pidana penjara seumur hidup

3) Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu

4) Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim

Dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak ( Convention on the Rights of the
Child), Resolusi No. 109 Tahun 1990 menyebutkan bahwa tidak seorang anak
dapat dirampas kemerdekaannya secara tidak sah atau sewenangwenang,
menjadi sasaran penyiksaan atau perlakuan/ penghukuman lain yang kejam,
tidak manusiawi atau merendahkan martabat, hukuman mati, atau hukuman
seumur hidup. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus
sesuai dengan hukum dan hanya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu
yang sesingkat-singkatnya.

Seperti contoh kasus bullying di Cilacap. Dimana pelaku tindak pidana adalah
anak berusia 14 tahun dan 15 tahun. Majelis hakim Pengadilan Negeri Cilacap
menjatuhkan vonis 2 tahun penjara untuk MK (15 tahun) dan 6 bulan untuk WS
(14 tahun). Hal tersebut belum sesuai dengan implementasi prinsip kepentingan
terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui pemidanaan edukatif.
Dari kasus tersebut maka sistem peradilan pidana yang diselenggarakan selama
ini telah gagal mengurangi tingkat kejahatan. Juga telah gagal bagi hakim untuk
menemukan hukum baru.?

Hukuman penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan
upaya terakhir yang dapat dijatunkan. Pidana penjara tersebut bukan merupakan
hukuman yang efektif dan akan merugikan bagi perkembangan anak.
Pemidanaan edukatif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum lebih
bermanfaat bagi perkembangan anak. Pemidanaan edukatif ini dalam Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 juga telah diatur, yang dilakukan dalam lembaga
pemasyarakatan anak. Lembaga pemasyarakatan anak merupakan tempat pidana
untuk menjalani hukuman pidananya. Menurut Satjipto Raharjo bahwa
narapidana bukan orang hukuman melainkan orang tersesat dan mempunyai
kesempatan untuk bertaubat. Taubat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan
melainkan melalui bimbingan.?

2 Taufiq, M. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Yogyakarta:
Pustaka Pelajar. him. 227
# Panjaitan, P. I., & Simorangkir, P. (1995). Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem
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Pada Bab Il Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang
pemasyarakatan, dijelaskan mengenai sistem pembinaan di pemasyarakatan,
yaitu pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan,
pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, kehilangan
kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan terjaminnya hak untuk
tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Pasal 1 Ayat (8)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 memberikan kriteria anak didik
pemasyarakatan yang dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Anak pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan
menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 tahun

2) Anak negara merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan
diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS anak paling
lama sampai umur 18 tahun

3) Anak sipil merupakan anak yang atas permintaan orangtua atau wali paling
lama sampai berumur 18 tahun.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan anak nakal yang
diputuskan oleh hakim untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di lembaga
pemasyarakatan anak sebagai anak negara. Disebutkan juga apabila hakim
memutuskan bahwa anak nakal wajib mengikuti pendidikan, pembinaan, dan
latihan kerja. Hakim dalam keputusannya menentukan lembaga tempat
pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja tersebut dilaksanakan. Selain itu ada
pidana pengawasan bagi anak dan merupakan jenis pidana yang relatif baru
karena tidak ada ketentuannya di dalam KUHAP. Pasal 30 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa pidana pengawasan yang dpat
dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2
huruf a, paling singkat 3 bulan dan paling lama 2 tahun. Kemudian Pasal 30
Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 disebutkan bahwa apabila
terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a,
dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan jaksa dan bimbingan
pembimbing kemasyarakatan. Pidana pengawasan ini juga masuk dalam kategori
pemidanaan yang bersifat edukatif, karena adanya bimbingan dan pengawasan
dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Pasal 26 The Beijing Rules diseburkan bahwa:

1) Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk
memberikan perawtan, perlindungan, pendidikan, dan keterampilan dalam
usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan
produktif

2) Anak-anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa

Peradilan Pidana. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. him. 38
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3) Orangtua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan anak,
harus memiliki akses dalam lembaga

4) Kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk dapat
memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak.

Menjatuhkan pidana atau tindakan terhadap anak nakal diupayakan jangan
sampai anak dipisahkan dari orangtuanya. Hal tersebut karena hubungan
orangtua dengan anaknya merupakan hubungan yang hakiki, baik hubungan
psikologis maupun mental spiritual.** Vonis hakim terhadap anak yang
berhubungan dengan hukum kerap kali belum dapat memenuhi rasa keadilan.

Alternatif baru yang kini banyak diperkenalkan dalam upaya penanganan
perkara tindak pidana anak adalah dengan menggunakan pendekatan restotive
justice. Restotive justicemerupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar
sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan
keluarga pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan
suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.
Menurut Fruin J.A, pengadilan anak restoratif berangkat dari asumsi bahwa
tanggapan atau reaksi terhadap pelaku delinkuensi anak tidak akan efektif tanpa
adanya kerjasama dan keterlibatan dari korban, pelaku, dan masyarakat. Prinsip
yang menjadi dasar adalah bahwa keadilan paling baik terlayani apabila setiap
pihak menerima perhatian secara adil dan seimbang, aktif dilibatkan dalam
proses peradilan dan memperoleh keuntungan secara memadai dari interaksi
mereka dengan sistem.peradilan anak.?

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan penggunaan
pendekatan restoratif, yang menyatakan bahwa:

1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan
restoratif.
2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a) Penyidikan dan penuntutan pidna anak yang dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam
Undnag-undang
b) Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan
peradilan umum
c) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan selama
proses pelaksanaan pidana atau tindkan dan setelah menjalani pidana atau
tindakan.
3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi.

4)

2 Soeaidy, Z. S. (2001). Dasar Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Novindo Pustaka Mandiri. him. 23
?* Hadisu prapto, P. (2006). Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak
Indonesia Masa Datang. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
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2. Penerapan Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Dalam Praktik
Peradilan Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang
terkait di dalam penanganan kasus kenakalan anak, yang dapat mengakibatkan
anak-anak berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum
adalah setiap anak yang telah dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana
yang berlaku; dan setiap anak yang menjadi korban dan /atau saksi dalam
peristiwa kejahatan. Tujuan sistem peradilan anak terpadu seharusnya lebih
ditekankan kepada upaya meresosialisasi, rehabilitasi, dan kesejahteraan sosial
karena dalam menangani kasus anak pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak
menjadi tujuan utama dan harus dilandasi dengan prinsip kepentingan yang
terbaik bagi anak ( the principle of the best interests of the child ) dan tidak
terabaikannya kesejahteraan anak. Kesejahteraan anak itu sangat penting karena:
1) Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang landasannya telah
diletakkan oleh generasi sebelumnya, 2) Agar setiap anak mampu memikul
tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan untuk tumbuh,
berkembang secara wajar, 3) Bahwa di dalam masyarakat terdapat anak-anak
yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi,
4) Anak belum mampu memelihara dirinya, 5) Bahwa menghilangkan hambatan
tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperolen apabila usaha
kesejahteraan anak terjamin.

Pada Pasal 1 butir 1 a Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 disebutkan bahwa
Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang
dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara
rohani, jasmani maupun sosial.

Dalam Konvensi Hak Anak kewajiban tersebut diatur dalam Pasal 3, yaitu:

a. Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga
kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa
administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak
harus merupakan pertimbangan utama.

b. Negara-negara Pihak berusaha menjamin perlindungan dan perawatan anak-
anak seperti yang diperlukan untuk kesejahteraannya, dengan
memperhatikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tuanya, wali
hukumnya, atau orang-orang lain yang secara sah atas dia, dan untuk tujuan
ini, harus mengambil semua tindakan legislatif dan administratif yang tepat.

c. Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa berbagai lembaga, pelayanan,
dan fasilitas yang bertanggung jawab atas perawatan dan perlindungan
tentang anak, harus menyesuaikan diri dengan standarstandar yang
ditentukan oleh para penguasa yang berwenang, terutama di bidang
keselamatan, kesehatan, dalam jumlah kesesuaian staf, mereka dan juga
pengawasan yang berwenang.
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Berdasarkan cakupan hak anak dalam Konvensi Hak Anak, maka secara singkat
isi Konvensi Hak Anak tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu:

a Hak atas kelangsungan hidup

Bahwa setiap anak mendapatkan hak untuk dapat melangsungkan
kehidupannya dan harus dipenuhi semua kebutuhan dari si anak tersebut.

b Hak untuk berkembang

Bahwa setiap anak berhak untuk bersekolah, bermain, segala hal yang dapat
dilakukan untuk mengembangkan diri anak.

¢ Hak atas perlindungan

Bahwa setiap anak harus mendapatkan perlindungan terutama pada saat
seorang anak harus berkonflik dengan hukum. Contohnya pada saat anak
melakukan tindak pidana maka harus dilindungi dalam menjalankan
rangkaian proses pemeriksaan.

d Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat

Bahwa anak berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan informal agar dapat
mengembangkan bakat dan minat.

Ditinjau dari pihak yang berkewajiban melaksanakan Konvensi Hak Anak dalam
hal ini Negara dan para pihak yang bertanggungjawab untukmemenuhi hak anak
yaitu orang dewasa pada umumnya, KHA mengandung 3 (tiga) perintah yaitu :

a. Penuhi yaitu Negara maupun orang dewasa harus memenuhi semua
kebutuhan si anak.

b. Lindungi yaitu Negara maupun orang dewasa harus melindungi si anak dari
bentuk apapun.

c. Hormati yaitu Negara maupun orang dewasa harus menghormati pendapat
dari si anak.

Hakim sebagai institusi terakhir yang paling menentukan atas nasib anak lebih
suka “menghukum” dengan menempatkan anak di dalam Lembaga
Pemasyarakatan daripada memberikan putusan alternatif. Padahal memasukkan
anak kedalam Lembaga Pemasyarakatan tidak menjadi satusatunya jalan terbaik
bagi perbaikan moral dan tingkah laku anak. Rumah tahanan Negara sebagai
tempat penahanan sebelum putusan pengadilan ditetapkan, seringkali
menempatkan anak bercampur bersama para tahanan dewasa. Penggabungan
tahanan anak dengan tahanan dewasa sangat berbahaya. Selain itu hal tersebut
tidak mencerminkan perlindungan terhadap anak. Anak bisa saja mengetahui
pengalaman-pengalaman melakukan kejahatan yang belum pernah mereka
ketahui sebelumnya dan bahkan anak dapat menjadi korban pelecehan seksual
selama berada dalam tahanan tersebut.

Penjatuhan pidana atau tindakan harus dapat dipertanggungjawabkan dan dapat
bermanfaat bagi anak. Hal ini untuk mencegah akibat-akibat yang tidak
diinginkan yang merugikan bagi anak, sehingga perlu diperhatikan dasar etis
bagi pemidanaan yaitu keadilan sebagai satu-satunya dasar pemidanaan. Pidana
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harus bersifat edukatif, konstruktif, tidak destruktif dan harus memenuhi
kepentingan anak yang bersangkutan. Pemberian hukuman yang bersifat
edukatif kepada anak, dengan cara memberikan hukuman kepada mereka untuk
mengikuti bimbingan moral dan akhlak yang dilakukan oleh lembaga — lembaga
keagamaan, pendidikan ataupun latihan kerja masih minim diterapkan oleh
hakim pada saat ini.

. Formulasi Sistem Pemidanaan Edukatif Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak
Pidana di Masa Yang Akan Datang

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang disangka, didakwa
atau dinyatakan bersalah melanggar hukum pidana. Delikuensi anak telah
menjadi pemikiran sejumlah Negara besar di dunia sejak lama. Adanya Beijing
Rules yang merupakan tujuan dan semangat sistem peradilan anak di seluruh
dunia, menjadi dasar bagi prinsip — prinsip umum yang ingin dicapai dalam
melaksanakan peradilan anak. Apa yang tertera dan tertulis didalamnya
merupakan kondisi minimum yang dianggap layak oleh PBB dalam menangani
pelaku tindak pidana di sistem manapun.

Peraturan Minimum Standard yang dikeluarkan oleh PBB tentang Administrasi
Peradilan Anak (Beijing Rules) dan disahkan melalui Resolusi Majelis PBB No.
40 / 33 tanggal 29 November 1985, mempunyai prinsip — prinsip umum
mengenai :

a. Usia Pertanggungjawaban Kriminal
1) Tidak terlalu rendah, mempertimbangkan kedewasaan emosional, mental
dan intelektual.
b. Tujuan-tujuan Peradilan bagi Anak
1) Proposionalitas antara pelanggaran hukumnya dengan
pelanggar hukumnya.
c. Ruang Lingkup Diskresi
1) Diperbolehkan di seluruh tahap peradilan.
d. Hak-hak anak
1) a. Praduga tak bersalah
2) Hak untuk diberitahu akan dituntut terhadapnya
3) Hak untuk tetap diam
4) Hak akan pengacara
5) Hak akan kehadiran orangtua atau wali
6) Hak untuk menghadapi dan memeriksa silang saksi — saksi
7) Hak untuk naik banding
e. Perlindungan Privasi
1) Tidak ada publikasi yang tidak pantas
2) Tidak ada proses pen ‘cap’ an

Pada (Rule 14-18); United Nation Standard Minimum Rules For
TheAdministration of Juvenile Justice (Beijing Rules) disebutkan bahwa
penempatan anak di dalam lembaga koreksi (penjara) hendaknya ditempatkan
sebagai usaha terakhir dan hanya untuk jangka pendek. Penahanan anak semata-
mata karena alasan penundaan sidang dihindarkan. (Rule 21-23); Anak setelah
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melalui proses ajudikasi, pada akhirnya dapat ditempatkan di lembaga atau
mungkin di luar lembaga untuk dibina. Pelaksanaan pembinaan anak di luar
lembaga dipersiapkan matang dengan cara melibatkan suatu lembaga yang
independen, misalnya Parole, Probation, Lembaga-lembaga Kesejahteraan anak
dengan petugas yang berkualitas, ditunjang dengan fasilitas yang memadai
dalam kerangka rehabilitasi anak.

Oleh sebab itu agar pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim pun bukan hanya
semata — mata pemidanaan, namun hukuman tersebut juga memperhatikan
kepentingan anak, Agar anak tersebut tidak hanya jera namun juga mempunyai
nilai manfaat bagi perkembangan anak kelak yang bersifat edukatif. Seperti yang
tertera dalam perumusan rancangan KUHP nasional tentang tujuan pemidanaan.
Pasal 50 Rancangan KUHP Nasional, menentukan bahwa tujuan pemidanaan
adalah: (1) untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan
norma hukum demi pengayoman masyarakat; (2) memasyarakatkan terpidana
dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadi orang yang baik dan
berguna; (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana,
memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
(4) membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Formulasi pemidanaan yang mengedepankan edukasi, hendaknya mulai
diperhatikan dan dipertimbangkan oleh para aparat penegak hukum. Seperti
yang tercantum di dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Pengadilan Anak, tindakan yang dijatuhkan kepada anak bukan hanya
mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh karena terjadinya
kenakalan anak biasanya sebagian besar dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya.
Kejahatan sebagai masalah sosial yang memerlukan gejala yang dinamis selalu
tumbuh dan terkait dengan gejala dan struktur kemasyarakatan lainnya yang
sangat kompleks, yang merupakan suatu sociopolitical problems.”® Berdasarkan
hasil seminar perlindungan anak / remajaoleh Prayuana Pusat tanggal 30 Mei
1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:*’

a. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun
lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan
pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan
sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya,

b. Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan,
keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk
pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan
jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah nikah, sesuai
dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya
seoptimal mungkin.

Perlindungan privasi seperti yang tertera dalam prinsip umum Beijing Rules,

juga harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum khususnya hakim, dengan

dilakukannya sidang secara terbuka walaupun dalam Undang-Undang

 Muladi. (1995). Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Semarang.hlm. 7
# Sumitro, 1. S. (1990). Aspek Hukum Perlindungan Anak. Jakarta: Bumi Aksara. him. 19
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Pengadilan Anak pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa Hakim memeriksa
anak dalam sidang tertutup, namun pada ayat (2) dijelaskan jika dalam hal
tertentu sidang juga dapat dilakukan secara terbuka. Hal tersebut akan
merugikan anak, karena dengan terpublikasinya kasus tersebut akan membuat
anak semakin merasa terpojokkan dan stigma yang akan diberikan oleh
masyarakat terhadap anak sebagai pelaku kejahatan dapat mempengaruhi
perkembangan mentalnya.

Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam pemasyarakatan anak sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 26 Beijing Rules adalah bahwa :

a. Tujuan dari pembinaan dan latihan bagi anak dalam lembaga adalah untuk
memberikan perawatan, perlindungan, pendidikan dan keterampilan, dalam
usaha untuk membantu mereka menempati peran yang konstruktif dan
produktif dalam masyarakat kelak

b. Anak —anak dalam lembaga harus dipisahkan dari terpidana dewasa (sedapat
mungkin dalam bangunan yang terpisah)

c. Orang tua atau wali seorang anak, demi kesejahteraan dan kepentingan anak,
harus memiliki akses dalam lembaga

d. kerjasama antar departemen dan antar lembaga perlu digalang untuk dapat
memberikan latihan keterampilan dan pendidikan bagi anak, dengan maksud
agar mereka yang berada di dalam lembaga tidak dirugikan pendidikannya.

Pada perkembangan sekarang ini, tidak semua kasus harus diselesaikan lewat

jalur hukum tapi dapat dilakukan Diversi (pengalihan). Maksudnya adalah

pengalihan penanganan kasus — kasus anak yang diduga telah melakukan tindak
pidana dari proses 39 formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dilakukan pada
perkara yang sifatnya ringan dan dilakukan dengan melibatkan orang tua / wali,
sekolah, masyarakat, LSM, BAPAS dan Departemen Sosial. Dilakukannya
Diversi bertujuan untuk:

a. Menghindari penahanan
Dengan adanya Diversi, anak — anak diharapkan dapat terhindar dari
penahanan dan kasusnya dapat diselesaikan dengan tidak mengorbankan
kepentingan anak.

b. Menghindari cap / label atau stigmatisasi, sehingga tidak mempengaruhi
perkembangan mental anak

c. Meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, karena dengan adanya
Diversi memberikan kesempatan kepada pelaku untuk terlibat dalam proses

d. Pelaku dapat bertanggung jawab terhadap perbuatannya

e. Mencegah pelaku untuk mengulangi tindak pidana

f. Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku
tanpa harus melalui proses formal

g. Dengan adanya program Diversi akan menghindarkan anak dari proses
sistem peradilan

h. Diversi akan menjauhkan anak — anak dari pengaruh — pengaruh dan
implikasi negatif dari proses peradilan tersebut.

Keberadaan Diversi ini sangat diperlukan, sebab melalui Diversi tersebut

penuntutan pidana gugur dan criminal track—record anakpun serta stigmatisasi
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anak tidak terjadi. Perlindungan bagi pelaku tindak pidana khususnya anak
sangat berbeda perlakuannya terhadap pelaku tindak pidana dewasa. Terjadinya
suatu tindak pidana merupakan pelanggaran ketertiban di dalam masyarakat.
Keadilan restoratif pada tujuannya ingin mengembalikan kondisi masyarakat
menjadi lebih baik dengan melibatkan semua unsur yang terlibat didalamnya.
Maka model penghukuman yang bersifat retoratif atau disebut retorative justice
saat ini lebih layak diterapkan dalam menangani pelaku tindak pidana anak.
Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam
suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana
menangani akibat di masa yang akan datang.

Diversi memiliki prinsip—prinsip dasar, yang dapat menjadi acuan sebagai
berikut :

a. Anak tidak boleh dipaksa untuk mengakui bahwa ia telah melakukan
tindakan tertentu

b. Program Diversi hanya digunakan terhadap anak yang mengakui bahwa ia
telah melakukan suatu kesalahan. Namun tidak boleh ada pemaksaan

c. Pemenjaraan tidak dapat menjadi bagian dari Diversi. Karena mekanisme
dan struktur Diversi tidak membolehkan pencabutan kebebasan dalam
segala bentuk

d. Adanya kemungkinan penyerahan kembali ke pengadilan (perkara harus
dapat dilimpahkan kembali ke system peradilan formal apabila tidak ada
solusi yang dapat diambil)

e. Adanya hak untuk memperoleh persidangan atau peninjauan kembali. Anak
harus tetap dapat mempertahankan haknya untuk memperoleh persidangan
atau peninjauan kembali

f. Tidak boleh ada diskriminasi.

4. Hambatan—Hambatan Yang Mungkin Timbul Dalam Menerapkan Sanksi Pidana
Edukatif Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

Banyak hambatan dalam penerapan sanksi pidana yang bersifat edukatif karena
selama ini hakim di Indonesia dalam penjatuhan pidanannya hanya mengacu
kepada Undang-undang yang diterapkan secara kaku tanpa memperhatikan latar
belakang, kepentingan anak, dan dampak psikologis anak terhadap putusan itu.
Dasar dari hukum pidana sendiri adalah memberikan sanksi bagi para pelaku
tindak pidana yang mempunyai fungsi untuk memberikan efek jera bagi pelaku
tindak pidana dengan cara mencabut hak orang atas kehidupan, kebebasan atau
hak milik mereka. ?® Terlebih bila dalam sistem peradilan tersebut juga dikuasai
oleh para mafia peradilan.Mafia peradilan merupakan penyebab kegagalan
memfungsikan peradilan sebagai sarana mencari keadilan.?®

® Muhammad, H. N. (2001). Proses Hukum Bagi Orang yang Didakwa Melakukan Kejahatan, dalam Hak
Sipil dan Politik. Jakarta. him. 180

2 Taufiq, M. (2014). Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum. Yogyakarta: Pustaka
Pelajar. him. 221
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Banyak sekali hambatan dalam menerapkan saksi pidana yang edukatif terhadap
anak. Pada awal proses kasus anak sudah banyak berhadapan dengan banyak hal
yang membuat posisi anak menjadi terabaikan. Salah satunya ketika anak
bersinggungan dengan proses peradilan pidana anak yang pertama kali, dalam
proses penangkapan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun
1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa penangkapan anak nakal
dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Sementara di dalam Bab V mengenai Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan
Badan, Pemasukan Rumah, Penyitaan dan Pemeriksaan Surat, khususnya Bagian
Kesatu Penangkapan dari Pasal 16-19, tidak satupun yang mengatur mengenai
penangkapan anak yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 pengertian anak nakal telah
memberikan stigma negatif terhadap perkembangan anak. Pelabelan nakal
kepada anak dapat berkontribusi terjadinya perkembangan pola perilaku yang
tidak dikehendaki anak itu sendiri. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Pasal
1 ayat (2) a dan b memberikan batasan umum tentang definisi anak nakal adalah
anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan yang kedua anak nakal adalah
anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik
menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain
yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Definisi anak
nakal yang kedua ini berpotensi melanggar prinsip legalitas yang menjadi faktor
utama pengadilan pidana. Ketentuan adat dan kebiasaan yang berlaku dalam
masyarakat dapat merugikan anak, mengingat kultur masyarakat yang
menempatkan anak di bawah kendali orang tua. Dengan demikian pasal ini
berpotensi digunakan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum untuk
mengadili anak yang dianggap bersalah karena melanggar adat istiadat setempat.

Hal-Hal Yang Sebaiknya Dipersiapkan Untuk Mengantisipasi Terjadinya
Hambatan / Kendala Penerapan Sanksi Pidana Edukatif

Hakim dengan kewenangannya terhadap kasus anak hendaknya benarbenar
mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut kesejahteraan anak dengan cara :

a. Mengalihkan perkara anak ke jalur non formal ( Beijing Rules Butir

11.1,2,3,4; KHA Pasal 4, Pasal 37 huruf b, Kovenan Hak Sipil dan Hak
Politik, Pasal 24 ayat (1) )

b. Menerapkan pendekatan restorative justice ( Beijing Rules Butir 5.1,
Butir 14.1,2, Butir 18.1; Konvensi Hak Anak Pasal 3 ayat (2), Pasal 40 ayat
(1); Kovenan Hak Sipil dan Hak Politik Pasal 2 ayat (3) huruf b )

Perampasan kemerdekaan anak seharusnya didasarkan pada pertimbangan yang
masak setelah memperhatikan status, umur, personalitas, jenis kelamin, tipe
pelanggaran dan kondisi fisik serta kejiwaan anak. Secara substansi Undang-
undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak berprespektif anak
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sebagai korban melainkan pemidanaan karena anak lebih dulu diberi stigma
sebagai ”anak nakal” atau “crime actor”. Seperti yang termuat dalam Pasal 64
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 kewajiban pemerintah untuk
memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berbunyi :

a. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik
dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan
tanggung jawab pemerintah dan masyarakat
b. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

1) perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan
hakhak anak

2) Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini

3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus

4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak

5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak
yang berhadapan dengan hukum

6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua
atau keluarga

7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk
menghindari labelisasi.

c. Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga

2) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan
untuk menghindari labelisasi

3) pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik
fisik, mental, maupun sosial

4) pemberian aksesbilitas untuk mendapatkan informasi mengenai
perkembangan perkara.

Pendekatan restorative justice seharusnya dijadikan solusi untuk menyelesaikan
kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Ini merupakan salah satu upaya agar
anak mempunyai tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya dengan cara
melibatkan korban, dan pihak-pihak yang terkait terutama keluarga dan
masyarakat untuk berperan serta memperbaiki moral anak pelaku tindak pidana
agar tidak merasa sebagai pesakitan yang harus diasingkan oleh lingkungannya
dan mempunyai motivasi untuk memperbaiki dirinya, serta membuat anak untuk
tidak lagi mengulangi perbuatannya. Masalah perlindungan hukum bagi anak-
anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia.
Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu
pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya. Penanganan yang
salah dalam proses pengadilan anak dapat menimbulkan pertumbuhan mental
atau kejiwaan anak menjadi negatif dan berbahaya bagi penciptaan generasi
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muda yang akan datang. Anak adalah makhluk yang lemah dan tidak berdaya
sehingga dalam segala hal masih membutuhkan bantuan orang lain. Tujuan
pemidanaan bertujuan bukan untuk memberikan penghukuman melainkan untuk
memberikan pendidikan agar kelak setelah menjalani hukuman mereka dapat
memperbaiki moral serta perilakunya dan tidak semakin terjerumus kedalam
lingkungan yang salah.

Anak merupakan potensi penerus cita-cita bangsa yang landasannya ada pada
generasi sebelumnya. Agar anak mampu memikul tanggungjawab seharusnya
diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.
Menghilangkan hambatan tersebut hanya dapat dilaksakan dan diperoleh apabila
usaha kesejahteraan anak terjamin. Mewujudkan kesejahteraan anak dan
menjadikan anak dapat menjadi manusia yang baik adalah bagian dari
meningkatkan pembinaan bagi semua anggota masyarakat, tidak terlepas dari
kepentingan bangsa dan negara serta kelanjutan dan kelestarian peradaban
bangsa. Karena anak-anak yang akan melanjutkan kehidupan suatu bangsa,
apakah bangsa tersebut dapat maju atau tidak bergantung bagaimana generasi
penerusnya membawanya. Sehingga sedari awal pembentukan karakter anak
untuk dapat menjadi manusia dewasa yang baik diperlukan. Jangan sampai
pengaruh buruk menjerumuskan mereka kedalam lingkungan yang tidak sehat
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E. Penutup
1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penjabaran perumusan masalah tentang implementasi prinsip
kepentingan terbaik untuk anak dalam sistem peradilan anak melalui
pemidanaan edukatif yaitu:

a. Sistem pemidanaan edukatif yang berlaku di Indonesia pada saat ini belum
sesuai dengan yang diharapkan. Anak yang berkonflik dengan hukum selain
membutuhkan perlindungan dan keamanan diri juga memerlukan proteksi
berupa regulasi khusus yang menjamin kepentingan anak. Undang-undang
Nomor 3 Tahun 1997 pada dasarnya memberikan stigma terhadap anak.
Pelabelan terhadap anak bahwa ia sebagai pelaku tindak pidana memberikan
efek yang besar bagi pertumbuhan psikologis anak. Pemberian stigma ini
dimulai sejak anak bersentuhan dengan proses hukum yang pertama kali di
kepolisian hingga akhir di proses perkaranya. Selain itu, ketentuan yang
tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan
Anak lebih menekankan pada segi penghukuman, walaupun dijelaskan juga
bahwa anak dapat dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh,
dan juga departemen sosial. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan para
aparat penegak hukum lebih mengedepankan penjatuhan pidana penjara
daripada sanksi yang dapat memperbaiki moral dari anak.

b. Hambatan-hambatan dalam pekasanaan sistem pemidanaan edukatif bagi
anak sebagai pelaku tindak pidana antara lain penjatuhan hukuman oleh
hakim yang belum memperhatikan keadaan anak, minimnya pengetahuan
masyarakat mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan atau secara
mediasi, serta sarana dan prasarana yang terbatas dan lembaga
permasyarakatan anak yang masih minim.

2. Saran

a. Memasukkan konsep restorative justice ke dalam undang-undang sistem
peradilan anak. Dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan
menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan
pembalasan.

b. Membangun sekolah khusus bagi anak-anak yang terlibat tindak pidana,
menambah jumlah pesantren atau sekolah keagamaan dan balai latihan kerja
ditiap kabupaten / kota di Indonesia. Karena dengan bertambahnya lembaga
pendidikan dan pelatihan bagi anak yang terlibat tindak pidana bertambah
pula keefektifan pembinaan dan pemantauan anak sebagai pelaku kenakalan
remaja atau pidana.

c. Menambah pengetahuan para aparat penegak hukum dalam penanganan
kasus anak dan mempersiapkan aparat penegak hukum yang benar-benar
khusus dibentuk untuk menangani kasus anak. Dengan berikut aparat
hukum berkompetensi dalam penanganan khusus peradilan anak sesuai dan
berdasarkan undang-undang peradilan anak.
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